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ABSTRAK 

 

 

Perlindungan konsumen menjadi penting sebab konsumen selalu berada pada 

posisi yang lemah. Pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

memberi perlindungan terhadap konsumen akan informasi tidak benar yang 

disampaikan oleh pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perlindungan hukum konsumen klinik kecantikan Gekskin Center atas 

informasi tidak benar dari influencer berdasarkan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Serta untuk mengetahui dan mengaanalisis bagaimana tanggungjawab 

hukum Influencer yang menyampaikan informasi tidak benar. Penelitian ini 

merupakan penelitian normatif empiris, dengan data primer dan sekunder yang 

diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perlindungan hukum konsumen klinik kecantikan Gekskin C                                                                                                                  

enter atas informasi tidak benar dari influencer berdasarkan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 3 sebagai tujuan 

dari perlindungan konsumen, Pasal 3 huruf d, Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf b, 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 20. Sedangkan 

untuk tanggungjawab hukum influencer yang menyampaikan informasi tidak 

benar apabila dalam melakukan promosi sudah sesuai dengan prosedur yang 

ditentukan oleh pelaku usaha maka informasi tersebut menjadi tanggung jawab 

pelaku usaha hal ini berlaku konsep (vicarious liability) yakni prinsip tanggung 

jawab karena perbu`atan pihak lain yang berada dalam pengawasannya. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Informasi Tidak Benar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perlindungan hukum konsumen atas jasa dan layanan kesehatan 

menjadi penting untuk dilakukan penegakan dan perlu perhatian yang serius. 

Sebab perolehan jasa layanan kesehatan yang baik adalah hak yang dimiliki 

oleh konsumen sebagai konsekuensi dari jaminan hak yang diberikan oleh 

undang-undang, maka bentuk perlindungan hukum hadir sebagai upaya 

untuk menjamin hak tersebut. Indonesia adalah Negara yang demokratis 

yang menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang memuat 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak rakyatnya. 

Regulasi tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi telah banyak 

diundangkan dalam berbagai macam undang-undang diantaranya yaitu  hak 

atas kesehatan. Sebagaimana adanya undang-undang kesehatan, 

perlindungan atas hak sebagai seorang pengguna barang atau jasa 

(konsumen) juga dilindungi dalam undang-undang, seperti undang-undang 

perlindungan konsumen. Dilain sisi perlindungan atas informasi yang benar 

akan kesehatan dan konsumen juga diatur oleh undang-undang yaitu 

undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Tiga undang-

undang ini secara tegas dapat dipahami komitmen Indonesia sebagai negara 

hukum yang melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu perlindungan 

terhadap masyarakat diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum berupa 

peraturan perundang-undangan. 
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Perlindungan konsumen sebagai pengguna jasa layanan kesehatan 

berupa klinik kecantikan memang menjadi isu penting hari ini. Dipandang 

perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen mengingat kedudukan 

konsumen adalah pihak yang lemah.
1
 Dalam konteks meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan barang dan/atau 

jasa, perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting baik dalam 

aspek formil maupun materiil. Ilmu pengetahuan dan teknologi berperan 

sebagai pendorong utama dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga 

konsumen akan merasakan dampak baik secara langsung maupun tidak 

langsung dari upaya yang dilakukan.
2
 Sehingga alasan mengapa konsumen 

perlu untuk dilindungi antara lain: Pertama, sebagaimana yang tertera dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, tujuan utama dari pembangunan nasional 

adalah untuk menjaga dan melindungi hak-hak konsumen, yang pada 

akhirnya akan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia. 

Kedua, Melindungi konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi 

adalah tanggungjawab yang harus diemban oleh setiap perusahaan. 

Penggunaan teknologi yang tidak bertanggungjawab dapat menyebabkan 

kerugian finansial, kerugian privasi, dan bahkan kerugian kesehatan bagi 

konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus mengimplementasikan 

kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa konsumen dilindungi dari 

segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi yang tidak 

                                                             
1
 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (PT. Grasindo, Jakarta, 2004), 

hlm. 14. 
2
 Husni Syawali, Hukum Perlindungan Konsumen, (Mandar Maju, Bandung, 2000), hlm. 

33. 
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tepat. Ketiga, sebagai agen atau pelaku pembangunan, sangatlah esensial 

untuk menghasilkan individu yang memiliki kesehatan fisik dan mental 

yang baik. Selain itu, perlindungan terhadap konsumen juga menjadi hal 

yang sangat penting untuk memastikan bahwa komunitas konsumen 

memberikan dukungan keuangan bagi pembangunan yang berkelanjutan.
3
 

Perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen sejatinya ingin melindungi konsumen secara 

keseluruhan atas pemanfaatan barang atau jasa. Penggunaan atau 

pemanfaatan barang atau jasa ini termasuk segala informasi yang tekait dan 

terkandung dalam barang atau jasa tersebut. Informaasi yang keliru, tidak 

benar dan menyesatkan cenderung menjadi persolan yang kerap dihadapi 

konsumen ketika menggunakan barang atau jasa. Seperti konsumen klinik 

kecantikan yang mendapatkan promosi, iklan, atau tawaran dari seorang 

influencer. 

Influencer yang melakukan kegiatan pengiklanan dan tidak berhati-

hati dalam mempromosikan sehingga berakibat dirugikannya pihak 

konsumen atas informasi yang disampaikan karena tidak benar dan tidak 

jujur dapat dimintakan pertanggungjawaban seperti yang diatur dalam Pasal 

20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, “pelaku usaha perikalanan 

bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang 

ditimbulkan oleh iklan tersebut”. Kata dapat dimintakan 

pertanggungjawaban artinya influencer ini didudukkan sebagai pelaku usaha 

                                                             
3
 Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2006), hlm, 6. 
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perikalanan sebab peran atau tugas influencer memilki makna yang sama 

dengan tugas pelaku usaha periklanan.
4
 Jika dilihat dari segi hukum 

transaksi elektronik, berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 80 

Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyebutkan, 

“setiap pihak yang membuat, menyediakan sarana, dan/atau 

menyebarluaskan lklan Elektronik wajib memastikan substansi atau 

materi Iklan Elektronik yang disampaikan tidak bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung 

jawab terhadap substansi atau materi Iklan Elektronik”. 

 

Kata setiap pihak artinya termasuk influencer yang memproduksi 

konten iklan apabila bertentangan dengan peraturan yang ada. Dalam 

praktiknya, setiap Pelaku Usaha memiliki tanggungjawab untuk memastikan 

keakuratan konten atau materi promosi yang mereka berikan. Pihak yang 

mempercayai suatu iklan dianggap telah memberikan kepercayaan terhadap 

substansi dari apa yang dijanjikannya, meskipun belum dapat dianggap 

sebagai syarat penawaran. 

Penjelasan tersebut dapat dipahami sebagai tanggungjawab pelaku 

usaha jika konten dan materi iklan yang mereka kirimkan melanggar 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, ketika membahas 

tindakan influencer yang juga terlibat dalam operasi periklanan, influencer 

diduga memiliki kepentingan terhadap kebenaran isi atau materi iklan 

tersebut.
5
 

                                                             
4
 Adifa Rahmadini, dkk, „Tanggung Jawab influencer dalam Pemasaran Produk Usaha 

melalui Instagram”, Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law, Volume 2 Nomor 3, Oktober 

2021, hlm. 462. 
5
 Ibid, hlm. 463. 
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Persoalan informasi yang tidak benar ini kerap kaitannya antara pihak 

yang mempromosikan (influencer) dan konsumen secara langsung. Sebab 

Influencer dapat menjadi citra dari apa yang di promosikan. Influencer 

adalah seorang yang memiliki pengikut (followers) yang memiliki pengaruh 

besar terhadap konsumen di media sosial yang merubah opini serta perilaku 

secara online para audience (Netizen) dengan karakter influencer itu sendiri. 

Dalam kepentingan bisnis, maka strategi pemasaran digital dengan 

penggunaan influencer untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan 

adalah pilihat tepat.
6
 

Influencer pada awalnya adalah seorang konten kreator yang 

menghibur dan memberikan informasi kepada publik dengan konten yang 

menarik sesuai ciri masing-masing. Karena kepentingan bisnis yang 

meningkat maka peran konten kreator ini menjadi strategi bisnis untuk 

pemasaran digital. Dengan cara paid promote, sampai endorse 

(endorsement). Persolan muncul kemudian sebagaimana yang didefinisikan 

oleh Brown & Hayes dalam bukunya yang berjudul Influencer Marketing: 

Who Really Influences Your Customers? Menjelaskan bahwa Meskipun 

influencer sering kali menjadi sasaran kritik, namun mereka tetap memiliki 

pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian konsumen sebagai 

pihak luar yang berperan penting. Artinya, Brown & Hayes ingin 

                                                             
6
 Kholida Qothrunnada, 2022,  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-

6040204/apa-itu-influencer-ini-arti-tugas-jenis-dan-contohnya (diakses 10 Oktober 2023). 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6040204/apa-itu-influencer-ini-arti-tugas-jenis-dan-contohnya
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6040204/apa-itu-influencer-ini-arti-tugas-jenis-dan-contohnya
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mengatakan bahwa influencer ini “mungkin” dapat bertanggungjawab 

terhadap konten yang mereka keluarkan.
7
 

Pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada influencer 

memang terkait kedudukannya sebagai subjek hukum, namun sejauh mana 

batasan pertanggungjawaban itu dimaksud sebab influencer dalam 

menjalankan tugasnya terikat dengan kontrak baik kontrak sebagai Brand 

Ambassador, Paid promote, atau endorse. Ketiga bentuk influencer ini 

memang menjadi pilihan dalam strategi bisnis dengan digital marketing. 

Semua informasi yang disampaikan oleh influencer menjadi tanggungjawab 

si influencer dan pihak yang memberikan tugas tersebut, yang tertuang 

dalam kontrak kerja atau kontrak pemasaran. Disatu sisi klinik juga dapat 

menjadi subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas informasi 

tidak benar yang di sampaikan oleh influencer yang menjadi partner dalam 

dunia marketing digital oleh klinik tersebut. Dengan problem ini maka 

peneliti akan melakukan penelitian pada satu tema dengan judul, 

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN KLINIK KECANTIKAN 

ATAS INFORMASI TIDAK BENAR DARI INFLUENCER (Studi 

Klinik Kecantikan Gekskin Center Mataram). 

 

 

 

 

                                                             
7
 Adhimurti Citra Amalia, 2019, https://binus.ac.id/malang/2019/01/influencer-sebagai-

content-creator/ (diakses 10 Oktober 2023). 

https://binus.ac.id/malang/2019/01/influencer-sebagai-content-creator/
https://binus.ac.id/malang/2019/01/influencer-sebagai-content-creator/
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B. Rumusan Masalah 

Berdasar uraian latar belakang di atas, peneliti mengangkat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen klinik kecantikan 

gekskin center atas informasi tidak benar dari influencer berdasarkan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 

2. Bagaimanakah tanggungjawab hukum influencer yang menyampaikan 

informasi tidak benar? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian. 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen klinik 

kecantikan gekskin center atas informasi tidak benar dari influencer 

berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah tanggungjawab 

hukum Influencer yang menyampaikan informasi tidak benar. 

2. Manfaat Penelitian. 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan mencapai 

derajat strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. 
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b. Secara teoritis manfaat penelitian ini diharap dapat memperkaya 

hasanah kepustakaan dibidang hukum perdata, terkait perlindungan 

konsumen khususnya konsumen klinik kecantikan. 

c. Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa klinik 

kecantikan dan para pihak yang berbisnis pada jasa layanan 

kecantikan serta pihak pihak yang mejadi afiliasi klinik kecantikan 

yakni influencer atau brand ambassador. 

D. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

NO. 
Nama dan 

Judul 

Pokok 

Bahasan 
Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Novika Wama 

Putri.
8
 

Judul 

penelitain 

“Tanggung 

Jawab 

Influencer 

Terhadap 

Endorsement 

Produk Palsu 

Melalui 

Media 

Sosial”. 

Tujuan 

utama dari 

penelitian ini 

adalah: 

 

1. Meneliti 

peran yang 

dilakukan 

oleh 

influencer 

dalam 

mempromosi

kan barang-

barang 

palsu. 

2. Mengkaji 

perlindungan 

hukum yang 

tersedia bagi 

konsumen 

terhadap 

Penelitian seperti 

ini dikenal sebagai 

penelitian hukum 

normatif, yang 

menganalisis 

berbagai karya 

literatur dan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

relevan dengan 

masalah penelitian. 

Penelitian ini 

berfokus pada 

peraturan atau 

ketentuan tertentu 

yang dikenal 

sebagai hukum 

normatif. 

 

Penelitian ini 

Sesuai dengan 

Undang-Undang 

Perlindungan 

Konsumen, 

KUHPerdata, dan 

Undang-Undang 

Kesehatan, 

seorang 

influencer atau 

endorser yang 

melakukan 

promosi dan 

membuat konten 

iklan di media 

sosial memiliki 

tanggungjawab. 

Jika terjadi 

perselisihan, 

pelanggan dapat 

mengajukan 

gugatan terhadap 

                                                             
8
 Novika Wama Putri, http://eprints.unram.ac.id/41638/, (diakses 16 Oktober 2023). 

http://eprints.unram.ac.id/41638/
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promosi 

produk 

perawatan 

kulit atau 

kosmetik 

palsu 

melalui 

penggunaan 

media sosial. 

3. 

Menganalisi

s dampak 

penggunaan 

media sosial 

dalam 

mempengaru

hi persepsi 

konsumen 

terhadap 

produk palsu 

dan upaya 

perlindungan 

hukum yang 

dapat 

diambil 

untuk 

melindungi 

konsumen 

dari 

penipuan 

tersebut. 

menggunakan tiga 

pendekatan yang 

berbeda, yaitu 

pendekatan 

konseptual, 

legislatif, dan 

pendekatan kasus. 

Sumber utama 

informasi hukum 

yang digunakan 

adalah jenis dan 

sumber bahan 

hukum primer, 

sekunder, dan 

tersier. Untuk 

mengumpulkan 

bahan dan data 

hukum, digunakan 

berbagai cara dan 

teknik seperti 

membaca karya 

tulis, peraturan 

hukum, makalah, 

literatur, dan 

sumber lainnya. 

Selain itu, penulis 

mendapatkan 

dokumen hukum 

dengan melihat, 

mendengarkan, 

dan menelusuri 

media online yang 

relevan dengan 

penelitian yang 

sedang dilakukan. 

pihak-pihak 

terkait, seperti 

influencer dan 

perusahaan yang 

berperan sebagai 

produsen produk. 

Influencer tidak 

dapat dimintai 

pertanggungjawab

an apabila pada 

kenyataannya ia 

mempromosikan 

suatu produk 

dengan prinsip 

kehati-hatian 

(exercise due 

care). Hal ini 

berarti bahwa 

akuntabilitas 

influencer 

didasarkan pada 

isi dan substansi 

dari promosi yang 

dilakukannya. 

Namun, sebagai 

pihak yang 

memproduksi 

barang atau jasa, 

pengiklan 

memiliki 

kewajiban untuk 

memastikan 

bahwa produk 

yang 

dipromosikan 

tidak melanggar 

aturan yang 

berlaku. 

Dalam konteks 

perlindungan 

hukum bagi 

konsumen, 

terdapat dua jenis 

perlindungan 

yang diberikan, 

yaitu preventif 
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dan represif. 

Perlindungan 

preventif 

bertujuan untuk 

mencegah 

terjadinya 

pelanggaran 

terhadap hak-hak 

konsumen, 

sedangkan 

perlindungan 

represif 

merupakan tahap 

terakhir yang 

dilakukan apabila 

pelanggaran 

sudah terjadi. 

Dalam konteks 

jual beli online, 

tingkat 

perlindungan 

hukum yang 

diberikan kepada 

konsumen sudah 

cukup untuk 

menjamin bahwa 

pelaku korporasi 

tidak 

menyalahgunakan 

hak-haknya. 

2.  Olga 

Stephanie 

Gloria.
9
  

Judul Skripsi: 

“Perlindungan 

Hukum 

Pasien Klinik 

Kecantikan 

(Studi Kasus 

Konflik 

Dalam 

Klinik 

Kecantikan 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah 

untuk: 

1. 

Memperoleh 

pemahaman 

tentang 

perlindungan 

hukum yang 

diberikan 

kepada 

pasien klinik 

Dalam penelitian 

ini, metode yang 

digunakan adalah 

metode yuridis 

empiris dengan 

pendekatan 

kualitatif. Untuk 

mengumpulkan 

data, peneliti 

menggunakan 

beberapa metode 

seperti studi 

dokumentasi, 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa: 

1. Perlindungan 

Hukum Pasien 

Klinik 

kecantikan dapat 

terwujud melalui 

Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1999 

Tentang 

Perlindungan 

Konsumen. 

                                                             
9
 Olga Stephanie Gloria, http://lib.unnes.ac.id/30230/1/8111413249.pdf (diakses 16 

Oktober 2023). 

http://lib.unnes.ac.id/30230/1/8111413249.pdf
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Di 

Semarang)” 

kecantikan 

di Semarang 

2. 

Mengidentifi

kasi 

tindakan 

hukum yang 

dapat 

dilakukan 

oleh pasien 

di klinik 

kecantikan 

di Semarang. 

tinjauan pustaka, 

observasi, dan 

wawancara. Selain 

itu, teknik 

triangulasi juga 

digunakan untuk 

memverifikasi 

kebenaran data 

yang digunakan 

dalam penelitian 

ini. Setelah data 

terkumpul, peneliti 

melakukan reduksi 

data dan analisis 

data sebagai 

tahapan dalam 

visualisasi data dan 

pengambilan 

keputusan. 

2.  Pasien 

memiliki opsi 

untuk mengambil 

langkah hukum 

dalam 

memulihkan 

kerugian yang 

dialami melalui 

proses 

penyelesaian di 

luar pengadilan, 

seperti non-

litigasi atau 

negosiasi. Salah 

satu cara yang 

dapat dilakukan 

adalah dengan 

meminta mediator 

yang akan 

bertindak sebagai 

perantara antara 

pasien dan dokter. 

Mediator ini akan 

membantu dalam 

mencapai 

kesepakatan yang 

adil dan saling 

menguntungkan 

bagi kedua belah 

pihak. Selain itu, 

penyelesaian 

melalui mediator 

juga dapat 

dilakukan 

berdasarkan 

perjanjian yang 

diatur oleh Badan 

Penyelesaian 

Sengketa 

Konsumen yang 

memiliki 

yurisdiksi dalam 

hal ini. Dengan 

demikian, pasien 

memiliki 

alternatif lain 
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selain melalui 

proses litigasi di 

pengadilan untuk 

menyelesaikan 

sengketa dengan 

dokter. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bona Santia 

Gandhi. 
10

 

Judul Skripsi: 

 

“Perlindungan 

Konsumen  

Dalam 

Praktik 

Perawatan 

Kecantikan  

Oleh Klinik 

Kecantikan  

Di Wilayah 

Kota 

Surakarta”. 

Penelitian 

hukum ini 

bertujuan 

untuk 

mempelajari 

dan 

mengetahui 

bagaimanaka

h pelanggan 

dapat 

terlindungi 

dengan baik 

ketika 

mereka 

menerima 

perawatan 

kecantikan 

di klinik 

kecantikan 

yang 

berlokasi di 

Kota 

Surakarta. 

Metode yang 

digunakan 

dalampenelitian 

ini: Jenis penelitian 

merupakan 

penelitian Yuridis 

Empiris, dalam 

penelitian ini 

diambil data 

primer dilapangan 

dengan hasil 

kuisioner, dan 

studi kepeustakaan 

dan dibantu 

dengan data 

sekunder yang 

terdiri dari bahan 

hukum primer 

yakni aturan 

hukum terkait dan 

data sekunder yang 

terkait dengan 

buku, jurnal, karya 

iliah yang terkait 

dengan penelitian. 

Data diolah dengan 

cara kualitatif dan 

disimpulkan secara 

induktif. 

Pada kesimpulan 

dari penelitian ini 

adalah 

implementasi dari 

perlindungan hak 

komsumen klinik 

kecantikan tidak 

dilakukan secara 

optimal. 
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  Bona Santia Gandhi, http://e-journal.uajy.ac.id/24486/ (diaskses 16 Oktober 2023). 

http://e-journal.uajy.ac.id/24486/
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Tiga penelitian sebelumnya yang diuraikan di atas menunjukkan 

perbedaan dibeberapa sisi meskipun terlihat sangat mirip, untuk 

menjelaskan kebaruan dan perbedaan atas penelitian sebelumnya dijelaskan 

sebagai berikut: Pertama, penelitinaa yang dilakukan oleh Novika Wama 

Putri, dengan bertitik berat pada pertanggungjawaban influencer atas 

endorsment produk kecantikan  palsu di media sosial memang terlihat mirip 

pada pertanggung jawaban  dari influencer namun pada penelitian yang akan 

dilakukan ini bukan pada produk palsu yang di endorse kepada influencer, 

namun lebih meluas lagi terkait informasi tidak benar yang disampaikan 

oleh influencer itu sendiri, sebab disisni influencer yang dimaksud tidak 

hanya sebagai influencer atas endorsement saja tetapi juga ada influencer 

dengan kerja sebagai brand ambassador dan paid promote yang menjadi 

mitra penjualan untuk marketing digital yang dilakukan oleh pihak klinik 

kecantikan Gekskin Center Mataram. 

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh  Olga Stephanie Gloria, 

yang menitik beratkan pada perlindungan hukum komsumen klinik 

kecantikan di kota Semarang dan bagaimana upaya hukum yang diambil 

maka dapat dijelaskan bahwa perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan ini adalah terletak pada pada  tujuan kedua yakni penelitian ini 

mencoba menanyakan  upaya hukum yang dapat dilakukan, sedangkan 

penelitian yang akan dilakakn ini bertitik tolak pada apakah perlindungan 

hukum yang ada tersebut sudah memenuhi rasa keadilan. 
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Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh  Bona Santia Gandhi, dengan 

mengajukan pertanyaan yang luas dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana perlindungan konsumen dalam praktik perawatan kecantikan 

oleh klinik kecantikan di wilayah Kota Surakarta. Maka jelas perbedaan 

penelitian ini berada pada sekup cakupan yang diamati. Pada penelitian ini 

berada pada perlindungannya secara a priori.  Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan ini mengerucut pada informasi tidak benar dari influencer. 

Maka berimplikasi pada pertanggungjwaban influencer dan pihak klinik 

kecantikan. Ini yang menjadi perbedaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, “perlindungan 

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam undang-undang ini, 

menjamin kepastian hukum terhadap segala tuntutan yang diajukan oleh 

konsumen, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Diharapkan 

bahwa dengan adanya undang-undang ini, konsumen akan mendapatkan 

perlindungan yang lebih baik dalam hal pemenuhan barang dan/atau jasa, 

serta dalam hal mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Terutama dalam situasi di mana 

informasi yang salah dapat menyebabkan kerugian, undang-undang ini 

menjadi penting. Pasal 3 dari undang-undang ini menegaskan bahwa tujuan 

utamanya adalah untuk menjamin keadilan dan kejelasan hukum bagi 

konsumen.
11

 

Dengan membagi wewenang untuk bertindak sesuai dengan 

kepentingan individu, hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan-

kepentingan yang menjadi subjek haknya. Dalam upaya melindungi 

kepentingan diri sendiri dalam suatu aliran kepentingan, hukum berusaha 
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 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1, dan 

Pasal 3. 
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untuk mengatur dan mengkoordinasikan kepentingan bersama dalam 

masyarakat dengan membatasi kepentingan yang beragam tersebut. 

Menurut Sadjipto Rahardjo, perlindungan hukum pada hakekatnya 

adalah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan subjek hukum 

melalui penciptaan ketentuan yang mengkoordinasikan pelaksanaan 

kepentingan dari tiap anggota masyarakat untuk tidak saling bertentangan dan 

mengakibatkan satu sama lain mengalami kerugian. Selain dengan cara 

demikian, perlindungan hukum terwujud dalam bentuk pembatasan atas 

upaya pemenuhan kepentingan masyarakat, yaitu dalam koridor yang sesuai 

dengan aturan hukum untuk tidak mengakibatkan dampak negatif kepada 

pihak lain.
12

 

Menurut Hadjon, bahwa Subjek hukum memiliki hak untuk dilindungi 

oleh hukum agar kehormatan, harkat, dan martabat mereka tetap terjaga, serta 

hak asasi manusia yang mereka miliki diakui secara hukum. Pendapat lain 

dari Hadjon terkait makna dari perlindungan hukum yakni, perlindungan 

hukum mengacu pada himpunan peraturan perundang-undangan yang 

bertujuan untuk melindungi suatu obyek dari ancaman atau gangguan yang 

mungkin datang dari obyek lain. Bagi konsumen, perlindungan hukum berarti 

bahwa hak-hak mereka terjamin dan dilindungi oleh hukum dari segala hal 

yang dapat menghalangi pemenuhan hak-hak tersebut. Dengan adanya 
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 Sadjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), 
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perlindungan hukum, konsumen dapat merasa aman dan yakin bahwa hak-

hak mereka akan dihormati dan dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku.
13

 

Perlindungan hukum dilaksanakan dengan lebih berfokus pada upaya 

preventif dari pada represeif untuk mencegah atau mengurangi terjadinya 

sengketa. Melalui adanya perlindungan hukum, maka diharapkan berbagai 

permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang 

melibatkan elemen-elemen masyarakat maupun elemen pemerintah dapat 

dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai kekeluargaaan melalui 

musyawarah. Perlindungan hukum mengimplikasikan pentingnya terciptanya 

suasana penyelesaian sengketa atau berbagai permasalahan secara damai, baik 

yang dilakukan dalam lingkup formal dalam peradilan, maupun dalam 

lingkup non formal diluar pengadilan.
14

 

Hukum pada hakekatnya merupakan seperangkat ketentuan yang 

mengatur tata cara hidup bersama. Pengaturan tersebut mencakup bagaimana 

individu berinteraksi dengan individu lain menggunakan perilaku dan sikap-

sikap yang sesuai dengan norma hukum dan sosial untuk tidak melanggar hak 

dan menyebabkan kerugian pada pihak lain, dimana pelanggaran yang terjadi 

akan menyebabkan terkenanya sanksi bagi pihak yang melanggar. Dengan 

demikian, pengakuan sebagai negara hukum dan realisasi penetapan peraturan 

hukum yang berlaku dalam negara menjadi salah satu bentuk jaminan 

terhadap perlindungan hukum. Dalam artian, ketentuan hukum menjadi 

                                                             
13

 Philip M. Hadjon, Perlindungan Hulum bagi Rakyat Indoenesia, Suatu Studi Tentang 

Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan 

Pembentuakn Peradilan Administrasi Negara, (PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987), hlm. 20. 
14

 Mahfud M.D, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Gama Media, Yogyakarta, 

1999),  
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pelindung bagi setiap individu untuk tidak dilanggar hak-haknya oleh 

perilaku dari pihak lain yang dapat mengakibatkan munculnya kerugian.
15

 

Perlindungan hukum terbentuk ketika fungsi hukum dapat terlaksana 

dengan maksimal hingga dapat menciptakan keadaan adil, tertib, aman, dan 

damai. Perlindungan hukum dimaknai sebagai pemberian jaminan keamanan 

atas hak kepada pihak yang menjadi subjek hukum. Jaminan tersebut dapat 

berupa adanya perangkat hukum yang berfungsi secara represif maupun 

preventif dalam bentuk terdokumentasi ataupun tidak.  

Landasan pijak perlindungan hukum bagi rakyat atau konsumen 

Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Karena menjadi dasar ideologi dan falsafah bangsa Indonesia yang 

menghargai nilai-nilai kemanusiaan dengan menjadikan hukum sebagai 

panglima dan bukan penguasa. Menghormati hak asasi manusia dan 

menampilkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdasarkan hukum 

membawa tanggungjawab yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh 

pemerintah sebagai pelaksana negara.
16

 

Dalam konteks tata bahasa, istilah "perlindungan" berasal dari kata 

"melindungi", yang berarti menempatkan diri di bawah sesuatu yang mungkin 

tidak jelas atau terhalang. Istilah "perlindungan" mengacu pada segala 

tindakan yang diambil untuk menjaga keamanan subjek tertentu, hal ini dapat 

menunjukkan perlindungan dari segala bentuk bahaya. Mempertahankan 

                                                             
15

 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Liberty, Yogyakarta, 2006), 
16

 Kurniawan, “Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesai Sengketa Konsumen 

(BPSK) dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, Disertasi, Program Doktoi Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010. Hlm. 31. 
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keadilan masyarakat, terutama mereka yang menderita akibat perlakuan tidak 

adil atau hubungan hukum yang tidak adil merupakan salah satu peran utama 

hukum. Prinsip yang sama berlaku untuk melindungi keselamatan konsumen, 

hal ini karena kekuasaan selalu dikaitkan dengan perlindungan hukum.
17

 

Sebagai pemegang kedaulatan, negara memberikan penekanan yang lebih 

besar pada pemberian perlindungan hukum kepada pemerintah. Dalam hal ini, 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan menunjukkan adanya 

perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warganya.
18

 Dalam hal 

perlindungan konsumen maka dengan adanya Undang-undang Perlindungan 

Konsumen adalah sebagai wujud dari bentuk perlindungan yang diberikan 

oleh pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari segi rakyat sebagai 

konsumen atau pengguna barang  atau jasa. 

B. Tinjauan Tentang Pertanggung Jawaban Hukum 

Terdapat prinsip-prinsip yang harus mendasari pengaturan mengenai 

perlindungan konsumen adalah prinsip keadilan dalam berinteraksi antara 

pelaku usaha dengan konsumen. Merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar 

lagi, adapun prinsip tersebut antara lain:
19

 

1. Prinsip Strict Liability 

Prinsip akuntabilitas (Strict Liability) ini berdasarkan pada risiko, 

bukan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata 

lain, segala risiko yang muncul akibat penggunaan produk cacat 

akan segera mendapatkan ganti rugi secara langsung dan tanpa 
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 Kurniawan, Op. Cit., Hlm. 35. 
18

 Ibid, Hlm. 36. 
19

 Ibid, Hlm. 40-42. 
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perlu menetapkan tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk 

yang terkait. 

2. Diselenggarakannya peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah 

dan small claim court untuk penyelesaian secara litigasi. 

Mengingat adanya ganti rugi kecil dan besar maka untuk dapat 

menyelesaikan persoalan ganti rugi maka diperlukan peradilan 

yang cepat sederhana yang putusannya langsung final. 

3. Reformasi terhadap pembuktian terbalik 

Perlu pengalihan pembuktian, dalam kasus ini, tanggungjawab 

untuk membuktikan ketidakbersalahan ada pada pelaku usaha, 

bukan pada penggugat atau konsumen dalam hal ini. Jika pelaku 

usaha tidak dapat membuktikan ketidakbersalahannya, maka 

konsumen berhak mendapatkan kompensasi. 

4. Prinsip tanggungjawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (fault 

liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang berlaku 

umum dalam hukum pidana dan perdata (1365 KUHPerdata) 

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan 

pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan 

yang dilakukannya.
20

 

5. Prinsip Tanggungjawab karena pebuatan pihak lain (vicarious 

liability) yaitu Tanggung jawab yang dikenakan akibat perbuatan 
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 Putri Utami Dian Safitri, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas 

Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18 No. 4, Desember 

2021, hlm. 546. 
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pihak lain yang berada dalam pengawasannya (Pasal 1367 

KUHPerdata).
21

 

Pertanggung jawaban hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen, bertitik 

tolak pada pertanggung jawaban adalah berkaitan dengan kewajiban. 

Kewajiban muncul karena adanya pengaturan oleh hukum. Akibat dari tidak 

dilaksanakannya kewajiban maka akan muncul sanksi. Subjek hukum yang 

dikenakan sanksi ini yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang 

dilakukan.
22

 

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-undang 

Perlindungan Konsumen mengandung materi yang berstruktur sebagai 

berikut:
23

 

1. Product Liability 

Kerugian yang timbul akibat penggunaan barang yang 

diproduksinya menjadi tanggungjawab perdata pelaku usaha secara 

langsung. 

2. Profesional Liability 

Tanggungjawab perdata didasarkan pada pelaku usaha 

penyedia jasa yang memiliki kewajiban kontraktual untuk 

memberikan kompensasi langsung kepada konsumen atas segala 

kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan jasa 

tersebut. 
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3. Contractual Liability 

Tanggungjawab perdata terkait perjanjian antara pelaku usaha 

dan konsumen melibatkan produk dan jasa yang diproduksi oleh 

pelaku usaha. Dalam hal ini, pelaku usaha bertanggungjawab atas 

segala kerugian yang timbul akibat penggunaan jasa atau pembelian 

produk oleh konsumen. 

4. Criminal Liability 

Pelaku usaha harus bertanggungjawab secara pidana apabila 

mereka mengganggu keselamatan dan keamanan konsumen. 

C. Tinjauan Tentang Influencer 

Pemasaran influencer memainkan peran penting dalam kesuksesan 

pemasaran media sosial. Konsep pemasaran influencer ini melibatkan 

pemilihan individu atau tokoh yang dianggap memiliki pengaruh di 

masyarakat atau dalam segmen konsumen tertentu. Maksud dari hal ini adalah 

untuk mengubah mereka menjadi pendukung merek yang dituju. Dengan 

menerapkan strategi ini, influencer akan dipaksa untuk berperan sebagai 

pelanggan atau pengguna bisnis dan mampu menonjolkan keunggulannya 

serta meningkatkan penjualan produk yang mereka promosikan.
24

 

Seseorang atau dengan jumlah pengikut yang signifikan di media sosial 

dianggap sebagai seorang influencer. Apa yang mereka sampaikan memiliki 

kekuatan untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan pengikutnya. Dengan 

kata lain, influencer mampu membujuk pengikutnya untuk mengambil 
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tindakan tertentu. Oleh karena itu, mempekerjakan influencer merupakan 

salah satu strategi yang populer dalam mendukung pemasaran dan periklanan 

di media digital. Influencer adalah individu yang memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi keputusan orang lain melalui posisi, otoritas, pengetahuan, 

atau hubungannya dengan publik atau audiens. Seorang influencer umumnya 

merupakan individu yang memiliki pengaruh besar dalam komunitas tertentu. 

Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti tokoh masyarakat, 

blogger, YouTuber, arktis, atau individu dengan jumlah pengikut media sosial 

yang mencapai puluhan ribu hingga jutaan. Keberadaan mereka sangat 

penting dalam mempengaruhi opini dan perilaku pengikutnya di media 

sosial.
25

 

Pemasaran influencer merupakan strategi bisnis di mana seorang 

influencer diundang untuk bekerja sama dengan perusahaan guna 

meningkatkan penjualan dan kesadaran merek di pasar yang ditargetkan. 

Pemasaran influencer ini termasuk dalam jenis konten berbayar, yang juga 

dikenal sebagai iklan asli, yang memiliki bentuk, kualitas, dan fungsi yang 

menarik dan serupa dengan konten organik yang dihasilkan oleh bentuk iklan 

lainnya. Hasil dari kerjasama ini dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat 

pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing influencer. Meskipun 

memiliki latar belakang yang berbeda, mereka dianggap sebagai tokoh yang 

memiliki pengaruh besar dalam opini publik, sehingga tidak ada yang benar-
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benar serupa dalam hal apa yang mereka sampaikan kepada pengguna 

internet.
26

 

Pemasaran influencer telah terbukti menjadi salah satu metode yang 

paling efektif dalam menarik pelanggan baru melalui media sosial. 

Dibandingkan dengan mempekerjakan artis atau duta merek, menggunakan 

influencer dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan biaya yang lebih 

rendah. Influencer memiliki kemampuan untuk mewakili merek produk 

dengan lebih baik karena mereka telah membangun basis pengikut yang besar 

dan memiliki pengaruh yang signifikan di kalangan masyarakat. Pemilihan 

influencer dilakukan berdasarkan kualifikasi, pengalaman, tingkat ketenaran, 

dan reputasi yang dimiliki oleh mereka. Dengan memanfaatkan influencer, 

perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran mereka dengan cara yang lebih 

efisien dan efektif. Dengan memperkuat ikatan dan menyediakan informasi 

yang lebih dari sekadar penjelasan produk, fasilitas khusus untuk produk 

baru, dan akses ke proses internal bisnis, diharapkan perusahaan atau merek 

tertentu dapat lebih berkomitmen pada influencer.
27

 

Dalam memilih influencer, tidak dapat dipungkiri bahwa segmentasi, 

targeting, dan positioning target pelanggan yang dituju merupakan faktor 

penting yang harus dipertimbangkan. Keputusan ini akan berdampak pada 

jumlah pengikut dan tingkat keterlibatan influencer di platform yang 

digunakan. Pada platform tersebut, influencer sering kali mampu membangun 

komunitas yang memberikan kesan terhadap produk yang akan diiklankan. 

                                                             
26

 Loc., Cit. 
27

 Novi Tri Hariyanti, Alexander Wirapraja, Op. Cit., hlm. 143. 



 
 

 

25 

 

 

Namun, terkadang influencer dengan jumlah pengikut yang sedikit namun 

memiliki partisipasi yang kuat dapat lebih efektif dalam mempengaruhi 

penjualan produk kepada konsumen.
28

 

Peran influencer mulai dari menjadi brand ambassador, paid promote, 

sampai endorse begitu banyak dijumpai dalam media sosial kita sehari-

hari. 
29

 peran ini menjadi penting karena kaitannya dengan tanggung jawab 

hukum influencer sebagai orang yang mampu merubah pandangan orang lain. 

Persoalan kemudian muncul adalah apakah influencer dapat mempertanggung 

jawabkan secara hukum atas apa yang menjadi tugasnya yakni sebagai brand 

ambassador, paid promote, dan endorsement. Mengingat tugas dan kontrak 

dari peran tersebut sangat berbeda.  

Seorang influencer yang sangat menggemari merek kita, memiliki 

keinginan yang tulus untuk melihat perusahaan kita mencapai kesuksesan, 

dan dengan sungguh-sungguh memanfaatkan produk kita sebagai duta merek. 

Seorang duta merek adalah individu yang bertugas untuk mempromosikan 

perusahaan dan produk kepada jaringan mereka dengan tujuan meningkatkan 

kesadaran merek dan mendorong peningkatan penjualan. Pemilihan seorang 

duta merek dapat didasarkan pada sejauh mana mereka sejalan dengan visi 

dan citra merek kita. 

Brand Ambassador umumnya ditentukan oleh pengalaman dan lamanya 

penggunaan produk. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mereka akan 

mampu memberikan pengalaman positif yang dapat dibandingkan dengan 
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produk ini. Jika suatu bisnis memiliki merek, individu yang terlibat akan 

secara aktif berusaha untuk memasarkan merek tersebut dalam jangka waktu 

yang ditentukan. Secara umum, baik secara online maupun offline, orang 

harus menyetujui dan memilih merek. Oleh karena itu, mereka harus selalu 

memilih merek kami daripada bisnis lain, baik di media sosial, acara, maupun 

tempat lainnya. Seorang brand ambassador biasanya merupakan sosok yang 

terkenal, seperti aktor, musisi, atau tokoh masyarakat. Namun, dalam 

kenyataannya, influencer media sosial dan selebriti Instagram juga dapat 

berperan sebagai pendukung merek. Tentunya, hal ini harus sesuai dengan 

anggaran bisnis dan memenuhi persyaratan yang telah disebutkan 

sebelumnya. Meskipun begitu, kepopuleran saja tidaklah cukup. Sebagai 

"wajah" perusahaan, seorang duta merek harus mampu mengkomunikasikan 

misi merek dan memiliki pemahaman yang kuat tentang produk yang 

ditawarkan. Dengan cara ini, pesan merek suatu perusahaan akan tersebar 

luas melalui jaringan mereka.
30

 

Pemasaran influencer, yang juga dikenal sebagai promosi berbayar, 

merupakan metode pemasaran yang melibatkan pihak ketiga dengan jumlah 

pengikut yang besar untuk mempromosikan produk atau jasa. Tujuannya 

adalah untuk menarik minat calon pelanggan agar membeli produk atau jasa 

yang ditawarkan dengan menggunakan akun pihak ketiga yang populer. 

Dengan menggunakan strategi periklanan berbayar ini, dapat meningkatkan 

kesadaran merek terhadap produk tertentu dan juga meningkatkan penjualan. 
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Praktik ini melibatkan akun berbayar yang memiliki banyak pengikut dan 

interaksi yang kuat, seperti influencer, akun selebriti, atau akun terkemuka 

lainnya, yang dikenal sebagai promosi berbayar. Biasanya, perusahaan akan 

menyediakan konten yang ingin dipromosikan, kemudian akun yang dipilih 

oleh perusahaan akan memposting konten tersebut di akun mereka. Konten 

yang diposting bisa berupa foto atau video. 

Jika suatu badan usaha ingin meningkatkan penjualan produk atau 

layanan mereka melalui promosi berbayar, mereka harus menyiapkan materi 

yang akan dipasarkan. Materi ini akan digunakan untuk diposting di akun 

influencer, selebgram, atau kolaborator lainnya. Penting untuk dicatat bahwa 

individu yang dipilih untuk bekerja sama tidak perlu terkenal. Mereka bisa 

saja pengguna Instagram biasa dengan pengikut yang cukup besar dan feed 

aktif. Konten yang dihasilkan dapat berupa gambar atau video, tergantung 

pada kebutuhan badan usaha atau perusahaan. Namun, yang perlu 

diperhatikan adalah setiap orang yang berkolaborasi untuk mempromosikan 

barang atau jasa harus mematuhi pedoman perusahaan. 

Sebaliknya, endorsement berperan dalam mempromosikan produk atau 

layanan perusahaan dan tidak harus menghasilkan konten asli. Umumnya, 

pengusaha hanya perlu memberikan gambaran singkat tentang produk atau 

layanan yang akan mereka promosikan. Selain itu, pengusaha memiliki 

pilihan untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada influencer. 

Kemudian, influencer akan bertugas untuk membuat dan membagikan materi 

promosi sesuai dengan instruksi yang diberikan. Mereka akan menjelaskan 
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manfaat yang ditawarkan oleh merek dan memberikan ringkasan tentang 

produk dan layanan perusahaan. Selain itu, ia akan berbagi pengalaman 

dalam menggunakan produk atau layanan tertentu. Ini meningkatkan 

keyakinan dan kepercayaan audiens ketika mereka melakukan pembelian. 

Seperti halnya iklan berbayar, influencer, selebritis, dan individu lain yang 

memiliki pengaruh di media sosial sering merekomendasikan produk atau 

layanan. 

Kedua metode iklan tersebut memiliki perbedaan mendasar di antaranya 

adalah teknik promosi, media, dan harga, penjelasan sebagai berikut: 

1. Promosi, jenis ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk 

memperkenalkan barang kepada masyarakat. Namun, terdapat perbedaan 

dalam mekanisme dan dukungan yang digunakan dalam promosi ini. 

Dalam promosi bersponsor, influencer akan memposting foto atau video 

yang lengkap dengan teks sebagai bentuk promosi. Sementara itu, dalam 

endorsement, pemilik bisnis akan mengirimkan barang kepada endorser 

untuk kemudian digunakan dan dievaluasi. Ketika seorang endorser 

menampilkan produk tersebut, mereka sedang membuat konten yang 

dapat mempengaruhi persepsi dan minat masyarakat terhadap barang 

tersebut. 

2. Media, perbedaan yang signifikan antara endorsement dan promosi 

berbayar terletak pada media yang digunakan. Meskipun keduanya 

memanfaatkan media sosial, namun cara penggunaannya berbeda. Dalam 

promosi berbayar, akun publik dengan banyak pengikut dapat digunakan 
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sebagai sarana promosi. Sebagai alternatif, influencer dapat 

menggunakan akun pribadi mereka untuk mendapatkan dukungan. Hal 

ini disebabkan oleh persyaratan persetujuan dari pemilik akun yang 

diperlukan dalam endorsement. 

3. Harga, harga atau biaya merupakan perbedaan terakhir yang harus 

diperhatikan. Influencer bertanggungjawab menetapkan harga dan 

menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian dalam sistem promosi 

berbayar. Pemilik akun tidak memiliki kewajiban lain yang harus 

dipenuhi. Namun, pemilik perusahaan dapat memberikan dukungan 

dengan menggunakan item yang telah dievaluasi. Oleh karena itu, barang 

yang dikirimkan harus sesuai dengan nilai yang telah disepakati 

sebelumnya. Selain itu, endorser dapat menerima kompensasi 

berdasarkan perjanjian yang mencakup kombinasi antara barang 

dagangan dan uang tunai. Biaya endorse umumnya lebih tinggi daripada 

biaya paid promote.
31
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D. Tinjauan Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian. 

Dalam istilah hukum, perjanjian yang diatur dalam undang-undang 

dikenal dengan perjanjian yang bernama (nominaat) sedangkan perjanjian 

yang tidak diatur dalam undang-undang disebut perjanjian tidak bernama 

(innominaat)
32

. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer) mengawali bahasan yang diatur dalam Bab Kedua 

Buku ke- III, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan menyatakan 

bahwa, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan 

yang diberikan tersebut hendak menjelaskan kepada kita semua, bahwa suatu 

perjanjian adalah:
33

 

1) Suatu perbuatan konkrit; 

2) Antara sekurangnya dua orang (dapat lebih dari dua orang); 

3) Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak 

yang berjanji tersebut. 

Dalam hal ini, terdapat perjanjian formil yang diakui, perjanjian yang 

sah, dan perjanjian konsensus. Perjanjian konsensus adalah perjanjian di 

mana pelaksanaan perjanjian itu sendiri sudah menjadi dasar hukum yang 

cukup bagi perjanjian tersebut.
34

 Perjanjian formil, kesepakatan lisan, atau 

kesepakatan hanya antara pihak-pihak yang memberikan tawaran, tidak 

mengakibatkan kewajiban bagi pihak-pihak yang berjanji untuk memberikan 
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sesuatu, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau menahan diri 

untuk melakukan sesuatu. Ini memiliki sedikit perbedaan dengan perjanjian 

konsensual.
35

 Perjanjian yang sebenar-benarnya adalah perjanjian yang terjadi 

ketika barang yang diserahkan menjadi inti dari perjanjian tersebut.
36

 

Adapun beberapa pengertian mengenai perjanjian menurut beberapa 

ahli adalah sebagai berikut : 

1) Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah 

“suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan 

kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.
37

 

2) Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah “suatu peristiwa 

dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana 

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.
38

 

3) Menurut R. Wirjono Projodikoro, Perjanjian adalah “suatu 

perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, 

dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 

melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, 

sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian 

itu”.
39

 

 

2. Unsur-unsur Perjanjian  

Beberapa unsur-unsur dari perjanjian dapat kita kelompokan dalam 

beberapa kelompok sebagai berikut:
40

 

1.  Unsur essensialia, adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada 

didalam suatu perjanjian, merupakan unsur mutlak, dimana tanpa 

adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Contohnya 

“adanya para pihak” merupakan unsur essensialia untuk adanya 
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perjanjian. Unsur ini dalam perjanjian jual beli yang disepakati 

kedua belah pihak harus ada. Pada perjanjian riil, syarat 

penyerahan objek perjanjian merupakan essensialia, sama seperti 

bentuk tertentu merupakan essensialia dari perjanjian formil. 

2.  Unsur naturalia, adalah unsur perjanjian yang diatur oleh Undang-

Undang, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau 

diganti. Contohnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya 

penyerahan (Pasal 1476) dan untuk menjamin/vrijwaren (Pasal 

1491) dapat dikesampingkan atas kesepakatan kedua belah pihak. 

3.   Unsur accidentalia, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh 

para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal 

tersebut. Contohnya di dalam suatu perjanjian jual-beli, benda 

pelengkap tertentu bisa dikecualikan. 

3. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian 

1. Asas Personalitas 

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan 

Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi, 

“pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama 

sendiri atau diminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya 

sendiri”. Dalam hakikatnya, rumusan ini menggambarkan bahwa 

perjanjian yang dibuat oleh individu yang tunduk pada hukum 

pribadi hanya akan berlaku terhadap individu tersebut. 
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Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan 

Pasal 1315 menunjuk pada asas personalitas, namun lebih jauh dari 

itu, ketentuan Pasal 1315 juga menunjuk pada kewenangan 

bertindak dari seorang yang membuat atau mengadakan perjanjian. 

Secara spesifik ketentuan Pasal 1315 ini menunjuk pada 

kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subyek 

hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak 

untuk dan atas nama dirinya sendiri. Setiap tindakan atau perbuatan 

yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum perdata yang 

berdiri sendiri memiliki kekuatan mengikat individu tersebut dan 

dalam konteks perikatan, mengikat seluruh harta benda yang 

dimilikinya sendiri-sendiri, dengan jaminan bahwa individu 

tersebut memiliki kewenangan untuk bertindak sesuai dengan 

hukum.
41

 

2. Asas Konsensualitas  

Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, 

bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan 

antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah 

melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam 

perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai 

kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah 

dicapai secara lisan, semata-mata ini menunjukkan bahwa, dalam 
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teori, perjanjian tersebut dapat dijalankan dan berfungsi sebagai 

komitmen antara pihak-pihak untuk tidak menuntut formalitas. 

Namun, untuk melindungi hak-hak debitur (atau mereka yang 

diharapkan memenuhi prestasinya), formalitas harus diadakan atau 

langkah-langkah nyata yang spesifik harus dilakukan. 

Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas ini 

dapat kita temui dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:
42

 

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  

3) Suatu pokok persoalan tertentu 

4) Suatu sebab yang tidak terlarang. 

 

3. Asas Kebebasan Berkontrak 

Apabila Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata dijadikan sebagai 

dasar prinsip kesepakatan antara dua belah pihak, maka Pasal 1320 

Ayat (4) KUHPerdata dijadikan sebagai dasar prinsip kebebasan 

berkontrak. Selama pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan 

undang-undang yang berlaku, pihak-pihak yang terlibat memiliki 

kebebasan untuk menyusun dan melakukan perjanjian atau 

kesepakatan yang menghasilkan tanggungjawab berdasarkan 

prinsip kebebasan berkontrak. 

Ketentuan Pasal 1337 Kitab Undangg-Undang Hukum 

Perdata yang menyatakan bahwa, “suatu sebab adalah terlarang, 
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apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan 

dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. 

Ketentuan ini memberikan pemahaman umum bahwa setiap 

individu memiliki kemampuan untuk membuat dan menjalankan 

perjanjian. Namun, perjanjian yang melanggar prinsip-prinsip 

moral dan ketertiban umum hanya terbatas pada perjanjian yang 

menyangkut prestasi atau tugas dari salah satu pihak yang 

terlibat.
43

 

4. Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang (Pacta Sunt Servande) 

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata ini, yang menyatakan bahwa: “semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang 

bagi mereka yang membuatnya”, merupakan konsekuensi logis 

dari ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-

undang maupun karena perjanjian. Dengan demikian, perikatan 

dimulai dari perjanjian yang telah disepakati. Semua hal yang telah 

diputuskan dan disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh 

mereka sesuai dengan keinginan masing-masing, karena 

merupakan kesepakatan yang disengaja berdasarkan preferensi 

sukarela mereka. Pihak lain yang terlibat dalam perjanjian berhak 
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untuk memaksa pelaksanaannya melalui jalur dan proses hukum 

yang relevan jika salah satu pihak tidak melaksanakannya.
44

 

5. Asas Itikad Baik (goede trouw) 

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat 

(3) KUHPerdata yang berbunyi: “perjanjian harus dilakukan 

dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para 

pihak harus melaksanakan substasni kontrak berdasarkan 

kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik para 

pihak. 

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yakni: Itikad 

Baik Nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang 

nyata dari subjek perjanjian. Sedangkan Itikad Baik Mutlak, 

peneilainannnya terletak pada akal sehat dan keadilan, dengan 

dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan atau membuat 

penilaian yang tidak memihak menurut norma-norma yang 

objektif.
45

 

4. Syarat Syahnya Perjanjian 

Dalam Pasal 1320 KUHperdata ditentukan empat syarat sahnya 

perjanjian (asas konsensualitas): 

a) Adanya kesepakatan  

Kesepakatan merujuk pada keseragaman pernyataan 

kehendak antara satu individu atau lebih dengan pihak lain. 
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Mengingat bahwa kehendak tidak dapat dilihat atau diketahui oleh 

orang lain, maka yang mengalami perubahan adalah pernyataan. 

Terdapat lima cara yang berbeda untuk mencapai kesepakatan 

dalam pernyataan kehendak, diantaranya:
46

 

a) bahasa yang sempurna dan tertulis; 

b) bahasa yang sempurna secara lisan; 

c) bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak 

lawan. karena dalam kenyataannnya seringkali seorang 

menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi 

dimengerti oleh pihak lawan. 

d) bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya; 

e) diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima 

pihak lawan. 

 

b) Kecakapan untuk bertindak  

Hal-hal yang berhubungan dengan kecakapan dan 

kewenangan bertindak dalam rangka perbuatan untuk kepentingan 

diri pribadi orang-perorangan diatur dalam Pasal 1329 sampai 

dengan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 

1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: 

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, 

jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap”.  

Rumusan tersebut membawa arti positif, bahwa selain 

dinyatakan tidak cakap maka setiap orang adalah cakap dan 

berwenang untuk bertindak dalam hukum. Pasal 1330 Kitab 

Undang Undang-Undang Hukum Perdata memberikan limitasi 
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orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak 

dalam hukum, dengan menyatakan bahwa:
47

 

a) Anak yang belum dewasa; 

b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 

c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telah 

ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang 

yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat 

perjanjiann tertentu. 

 

c) Adanya Suatu Hal tertentu (Onderwerp der Overeen-skomst) 

Hak dan kewajiban kedua belah pihak akan muncul ketika 

terjadi perbedaan pendapat, termasuk dalam syarat ketiga yang 

menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memuat unsur-unsur 

tertentu. Sangat penting untuk menentukan jenis barang yang 

disebutkan dalam perjanjian tersebut. Pada saat perjanjian dibuat, 

barang tersebut harus sudah ada atau berada dalam kepemilikan 

pihak yang beruntung. Sebagai akibatnya, terdapat sesuatu yang 

dapat dianggap sebagai tujuan dari perjanjian tersebut. Dengan 

kata lain, suatu barang tertentu harus merujuk pada segala sesuatu 

yang telah disepakati atau bahwa tujuan perjanjian harus jelas dan 

dapat dikenali berdasarkan jenisnya.
48

 

d) Adanya causa yang halal (georloofde Oorzaak) 

Adapun yang dimaksudkan dengan sebab atau causa adalah 

suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian. Dalam suatu perjanjian 

jual beli, isi dari perjanjiannya adalah pihak satu menghendaki 
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uang dan pihak yang lain menghendaki barang. Dengan demikian, 

apabila seseorang membeli senapaan angin di toko dengan maksud 

untuk membahayakan orang lain dengan senapaan angina tersebut, 

jual beli senapan angin itu tetap mempunyai sebab atau causa yang 

halal seperti jual beli barang-barang yang lain. Akan tetapi, apabila 

mencelakai atau membunuh itu dimaksudkan dalam isi perjanjian, 

dan penjual hanya bersedia hanya bersedia menjual senapan 

anginnya jika pembeli mau mencelakai seseorang, isi perjanjian 

yang dimaksud menjadi suatu hal yang terlarang atau tidak halal.
49

 

Oleh karena itu, sebuah alasan yang halal menunjukkan 

bahwa tidak ada pelanggaran terhadap larangan hukum, konflik 

hukum, atau norma kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian 

dapat berakhir jika syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi. 

Dengan demikian, siapa pun dapat mengajukan pembatalan kepada 

pengadilan untuk mencabut syarat-syarat perjanjian tersebut. Jika 

tidak ada pihak yang keberatan, maka perjanjian tersebut tetap 

dianggap sah. Perjanjian ini menjadi batal jika syarat ketiga dan 

keempat tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan 

tersebut sejak awal dianggap tidak ada.
50
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris 

(Normativ-empiris), penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji 

tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan 

hukum. Jadi, “kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, 

kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat”. Bagaimana 

bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju dalam 

penelitian ini. 

Menurut Amiruddin dan Asikin, “Dalam kajian hukum yang 

membandingkan realitas hukum dan cita hukum, dilakukan penelitian untuk 

menilai efektivitas implementasi undang-undang. Realitas hukum mengacu 

pada penerapan hukum dalam praktik sehari-hari, sementara cita hukum 

mencakup norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

atau putusan pengadilan. Masyarakat sebaiknya mengikuti dan mematuhi 

hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat”.
51

 Penelitian ini 

termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis karena akan 

menganalisis individu dalam konteks hubungan sebagai organisme sosial. 

Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum ini mempelajari fakta-fakta yang 
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ditemukan dalam suatu komunitas, sistem peradilan, atau lembaga 

pemerintah.
52

    

B. Metode Pendekatan 

 Mengingat jenis penlitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-

empiris maka pendekatan yang digunakan adalah: 

1. Pendekatan undang-undang. 

Pendekataan ini digunakan untuk membantu peneliti dimana peneliti 

mencoba menguraikan asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang terkait 

penelitian sebab peneliti akan menganalisis pada asas-asas hukum yang ada 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang terkait dengan penelitian. 

2. Pendekatan sosiologis. 

Pendekatan sosiologis yaitu untuk mengkaji penerapan peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan.
53

 Pendekatan sosiologi terhadap hukum 

bertujuan untuk mengkaji sistem hukum dalam konteks sosial. Tujuannya 

adalah untuk menguji, menghubungkan, menjelaskan, dan mengkritik 

bagaimana fungsi hukum formil dalam masyarakat. Karena manusia dan 

masyarakat memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan dengan hukum, maka 

tidak mungkin memisahkan penerapan hukum dari konteks sosial di mana 

hukum itu diterapkan. Penulisan undang-undang dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa masyarakat mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.  
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C. Sumber Data dan Bahan Hukum 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris), sehingga data 

yang diperoleh di lapangan sebagai data primer dan data kepustakaan sebagai 

data pendukung atau data sekunder. Serta bahan hukum yang terkait 

penelitian. 

1. Sumber data. 

a. Data Primer. 

Data primer diperoleh peneliti dari hasil penelitian dilapangan. 

Melihat bagaimana praktik hukum yang ada di suatu masyarakat dalam 

hal ini bentuk tanggung jawab dari influencer klinik kecantikan terkait 

perlindungan konsumen atas informasi tidak benar yang disampaikan.
54

 

b. Data sekunder 

Yakni data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku, jurnal, 

karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini. 

2. Bahan Hukum. 

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3821. 
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c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887. 

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843.  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 222. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6420. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan teknis sebagai berikut: 

1. Teknik wawancara, wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yakni 

dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai 

pedoman tetapi masih dimungkinkan untuk penyesuaian dengan situasi 

ketika wawancara. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai 

influencer dan pemilik Klinik Kecantikan. Wawancara (interview) adalah 

situasi antar pribadi bertatap muka (face-to-face), ketika seseorang 

pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 
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memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian 

kepada seorang responden.
55

 

2. Teknik observasi, dilakukan peneliti dengan cara melihat, mengamati 

peristiwa yang ada di lokasi penelitian yang sekiranya ada hubungan 

dengan apa yang menjadi obyek penelitian.
56

 

3. Teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, 

mendokumentasi dan mempelajari sumber seperti data, dokumen, gambar 

dan literatur-literatur, artikel-artikel ilmiah, hasil penelitian, dan 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan.
57

 

E. Analisis Data 

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan 

teknik deskriptif kualitatif,
58

 maksudnya adalah analisis data yang dilakukan 

dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek 

penelitian dalam bentuk kalimat berdasar kualitas dan dalam penelitian ini 

diuraikan secara induktif guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap 

permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu 

kesimpulan 
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